BAB III
OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
3.1.1 Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beralamat di Jl. Sunan Drajat Nomor 1 Sumber Kabupaten Cirebon. Dasar Hukum dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:
a. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi  Perangkat Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
Berlandaskan peraturan-peraturan tersebut, maka Pemerintah berupaya dengan membenahi pelayanan mengenai perizinan usaha serta penanaman modal dengan menerbitkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Landasan pemikiran dari Permendagri adalah dengan mengintegrasikan seluruh proses pelayanan publik baik perizinan maupun non perizinan ke dalam suatu sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, agar jalur birokrasi menjadi lebih sederhana, transparan, dan tanpa kehilangan fungsi pengawasan yang melekat di dalamnya.
Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 24 tahun 2006 maka Kabupaten Cirebon menindaklanjutinya dengan membentuk Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (DP3M) pada Tahun 2007 melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon. 
Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pelayanan administrasi perizinan dan penanaman modal dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Kemudian sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Cirebon, maka BPPT berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dan dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3.1.2 Visi Misi 
Visi
Kabupaten Cirebon sebagai Daerah Investasi Terdepan di Wilayah III Jawa Barat Tahun 2019.

Misi
Untuk mewujudkan Visi tersebut Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mengemban Misi sebagai berikut :
1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
2. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan perizinan;
3. Meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal.
3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan dan Non Perizinan. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon mempunyai Fungsi adalah sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan promosi penanaman modal, data dan pengendalian penanaman modal, pelayanan administrasi perizinan, penyuluhan dan pengaduan;
4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sedangkan uraian tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 tahun 2022 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas 
Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Fungsi dari kepala dinas diantaranya adalah :
a. Perumusan bahan perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pengembangan iklim penanaman modal;
d. Promosi dan pelayanan penanaman modal;
e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
f. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
g. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
h. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala dinas dibantu dengan substansi tugas dan fungsi pada Dinas, yang terdiri dari :
1. Kelompok Substansi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal yang dipimpin oleh Koordinator. Yang terdiri dari :
a. Sub Kelompok Substansi Pengembangan Penanaman Modal.
b. Sub Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal.
2. Kelompok Substansi Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dipimpin oleh Koordinator Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari :
a. Sub Kelompok Substansi Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. 
b. Sub Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
3. Kelompok Substansi Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan yang dipimpin oleh Koordinator Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :
a. Sub Kelompok Substansi Penerimaan dan Verifikasi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan.
b. Sub Kelompok Substansi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan. 
4. Kelompok Penyuluhan dan Pengaduan Penanaman Modal yang dipimpin oleh Koordinator Penyuluhan dan Pengaduan Penanaman Modal, terdiri dari :
a.    Sub Kelompok Substansi Penyuluhan 
b.    Sub Kelompok Substansi Pengaduan
2. Sekretariat Dinas 
Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi
a. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
c. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
d. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
e. Pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
g. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
h. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
i. Pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; 
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Sekretariat Dinas, terdiri dari:
1. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset dipimpin oleh Sub Koordinator Keuangan dan Aset.
2. Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan oleh Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
3.1.4 Struktur Organisasi
	Susunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
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(Sumber : Data Subbagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP 2016) 
Gambar 3.1 Struktur Organisasi


3.1.5 Sumber Daya Perangkat Daerah 
Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu adalah sebanyak 65 orang, yang terbagi pada 4 Bidang dan Kesekretariatan. Masing-masing bidang membawahi 2 Seksi sehingga beriumlah 8 Sub Seksi serta 3 Sub Bagian di Kesekretariatan. Dengan perincian sebagai berikut : 
Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

	No
	Jabatan
	Golongan
	Jumlah (Orang)

	1
	Kepala Dinas
	Eselon II
	1

	2
	Sekretaris Dinas
	Eselon III
	1

	3
	Kepala Bidang
	Eselon III
	4

	4
	Kepala Sub Bagian
	Eselon IV
	11

	5
	Jabatan Fungsional
	
	1

	6
	Staff 
	Pelaksana
	19

	7
	Staff Honorer 
	Pelaksana
	28


(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Tahun 2018)
Sedangkan pendidikan formal pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon umumnya cukup tinggi, hal ini ditunjukan oleh banyaknya pegawai yang memiliki tingkat pendidikan strata 2 yaitu sejumlah 12 orang dan strata 1 yaitu sejumlah 20 orang. Data selengkapnya adalah sebagai berikut : 



Tabel 3.2
Jumlah Pegawai BerdasarkanTingkat Pendidikan

	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah (Orang)
	Presentase

	1
	Strata 2
	12
	32%

	2
	Strata 1
	20
	54%

	3
	Diploma 3
	1
	2%

	4
	SMA/SLTA
	4
	10%

	5
	SMP
	-
	-

	6
	Sekolah Dasar
	-
	-


(Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kab.Cirebon Tahun 2019)
3.1.6 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 84 Tahun 2016 tentang Fungi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi: penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; penerbitan dokumen izin dan nonizin; penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin. Pelayanan administrasi tersebut baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi, pertanahan, sumber daya air, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta perhubungan. 
Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2019 tentang Prosedur Penelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, meliputi : 1) Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi; 2) Izin Lokasi; 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 4) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Baru Perumahan 5) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah; 6) Tanda Daftar Gudang; 7) Izin Trayek; 8) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); 9) Izin Usaha Penggilingan Padi; 10) Izin Usaha Jasa Konstruksi; 11) Izin Usaha Peternakan;
12) Izin Usaha Pemotongan Hewan; 13) Izin Pembudidayaan Ikan (IPBI); 14) Izin Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan (IPHPK); 15) Izin Mendirikan Rumah Sakit ( Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pertama); 16) Izin Operasional Rumah Sakit ( Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pertama); 17) Izin Apotek; 18) Izin Toko Obat; 19) Izin Operasional Klinik; 20) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik; 21) Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus; 22) Izin Optikal; 23) Izin Pemasangan Reklame (Non Insidentil) Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron; 24) Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan; 25) Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Toko Swalayan; 26) Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air; 27) Izin Pengelolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Penyimpanan Sementara Limbah B a h n Berbahaya dan Beracun; 28) Izin Usaha Simpan Pinjam; 29) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SPTW) Untuk Penerima Dari Waralaba Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Dalam Negeri; 30) Izin Pusat Kesehatan Masyarakat.
3.2 Metode Penelitian
3.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan
	Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara ilmiah unuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan data yang empiris sehingga mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Secara umum, tujuan penelitian yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. 
	Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskripsi. Sugiyono dalam Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2013:9) menyatakan bahwa:
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Alasan mengapa penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini hubungan variabel dan objek yang diteliti bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi satu sama lain serta penelitian dilakukan secara instensif dan mendalam yang artinya peneliti ikut melihat ke lapangan, mencatat secara hati-hati, melakukan analisis reflektif terhadap beberapa dokumen dan keadaan yang ditemukan di lapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail.
3.2.2 Desain Penelitian
		Desain penelitian menurut Arikunto (2010) merupakan suatu peta jalan bagi peneliti yang dapat menuntun serta menentukan arah berlangsungnya penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya desain penelitian yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak adanya pedoman arah yang jelas.
		Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang ditemukan di lapangan dan kemudian menganalisisnya berdasarkan teori yang dipilih oleh peneliti sebagai pisau analisis.
3.3 Informan dan Teknik Pengumpulan Data
	3.3.1 Informan
 Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif berasal dari beberapa sumber dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Data yang diperoleh berasal dari informan. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian yang merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti. 
	Informan dalam penelitian kualitatif, tidak menekankan jumlah standar mengenai banyaknya informan yang dibutuhkan. Namun terdapat syarat dalam memilih informan yaitu sebagai berikut: 
1. Mereka yang memiliki informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.
2. Mereka yang memiliki kemampuan untuk menceritakan pengalamannya atau memberikan informasi yang dibutuhkan.
3. Mereka yang benar-benar terlibat dengan gejala, peristiwa dan masalah dalam arti mereka mengalaminya secara langsung.
4. Mereka yang bersedia untuk diwawancarai.
5. Mereka harus tidak berada dibawah tekanan, tetapi penuh kerelaan dan kesadaran akan keterlibatannya.
Sesuai dengan kriteria diatas, maka informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon atau Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat yang sedang mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.



3.3.2 Teknik Pemilihan Informan
	Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2013:218) purposive sampling merupakan suatu teknik penentuan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek situasi sosial yang akan diteliti.
	Oleh karena itu, pemilihan informan dalam penelitian ini tidak didasarkan perhitungan statistik. Informan yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Sehingga penambahan informan akan dihentikan jika data yang diperoleh sudah jenuh dari berbagai informan baik yang lama maupun yang baru tidak memberikan data baru lagi. Oleh karena itu yang menjadi fokus utama dalam pemilihan informan adalah "tuntasnya" perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sampel sumber data.
Informan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.




3.3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan suatu tahapan yang harus dilalui dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data yang valid. Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Observasi atau pengamatan langsung.
Mengutip dari Sugiyono (2013:145) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
	Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif pasif yang artinya peneliti hanya datang dan mengamati secara langsung bagaimana kualitas pelayanan publik di Kabupaten Cirebon, namun tidak terlibat langsung dalam proses pelayanan publiknya.
2. Wawancara
Esternberg dalam Sugiyono (2013:231) mendefiniskan bahwa wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna daJam suatu topik tertentu.
Dengan dilakukannya wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi secara langsung, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.
3. Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2013:240) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dapat berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, buku, jurnal, peraturan atau kebijakan.
Dengan adanya dokumen, maka hasil penelitian dari wawancara dan observasi akan lebih dapat dipercaya karena didukung dengan catatan-catatan atau sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. 


3.4 Operasional Konsep Penelitian
Sugiyono (2012:31) mendefinisikan bahwa operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.
Konsep yang dikaji dalam penelitan ini adalah kualitas pelayanan  publik yang didasarkan pada teori kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Levine dalam Dwiyanto, dkk. (2020:116-117) dengan indikator Responsivitas (Responsivennes), Responsibilitas (Responsibility) dan Akuntabilitas (Akuntability).
Oleh karena itu dalam penelitian ini, agar konsep penelitian yang di kaji dapat tersusun dengan semestinya, maka penulis melakukan operasional konsep penelitian dengan cara menjabarkan konsep penelitian ke dalam dimensi, parameter dan sub parameter sebagaimana terlampir dalam tabel berikut:



Tabel 3.1 Operasional Konsep Penelitian
	Konsep
	Dimensi
	Parameter

	Kualitas pelayanan publik Levine dalam Dwiyanto (Rahman, F., & Tarigan, J. S, 2020:116-117)

	1. Responsivitas
(Responsivennes)
	1. Kemampuan merespon masyarakat
2. Kemampuan menanggapi keluhan
3. Kemudahan mendapatkan pelayanan

	
	2. Responsibilitas
 (Responsibility) 
	1. Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan
2. Adanya akurasi pelayanan
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan

	
	3. Akuntabilitas (Akuntability)
	1. Transparansi
2. Kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan
3. Pemanfaatan sumberdaya secara optimal




3.5 Pengujian Keabsahan Data
Uji keabsahan data dalam penelitian menekankan pada uji validitas dan realibitasnya. Menurut Sugiyono (2013: 268) dalam penelitian kualitatif, data yang dikatakan valid apabila tidak adanya perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Sedangkan kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. 
Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2013:270) meliputi uji credibility (validityas interbal), transferability (validitas ekstemal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:
1. Perpanjangan Pengamatan
Dengan perpanjangan pengamatan artinya peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.  Hal ini berarti bahwa hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Sehingga melalui ketekunan pengamatan akan diperoleh data yang mendalam.
2. Meningkatkan Ketekunan
Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peritiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Untuk meningkatkan ketekunan dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokurnentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.
3. Triangulasi
Menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2013:273). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagi sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan dernikian maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
3.6 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, serta dilakukan secara terus menerus hingga memperoleh data yang jenuh. 
Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2013:244) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, lalu menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Reduksi Data, merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dan pada hal-hal yang penting kemudaian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian Data, dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Dalam penelitian kualitatif Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
3.7 Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian dilakukan dari mulai persiapan penelitian hingga ujian sidang skripsi dilakukan. Adapun jadwal penelitian ini dilakukan dari awal bulan Maret 2023 sampai bulan Juli 2023 dengan rincian sebagai berikut :
[bookmark: _Toc130936412]Tabel 3.2 
Jadwal Penelitian

	No
	Kegiatan
	2023

	
	
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
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	Sosialisasi Penyusunan Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pengajuan judul 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Penyusunan proposal penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Bimbingan proposal penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Seminar proposal penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Penelitian lapangan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Olah data hasil penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Penyusunan hasil penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Bimbingan hasil penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Seminar hasil penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Revisi hasil penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Ujian sidang skripsi
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